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..M:/ABSTRAK

Persaingan usaha merupakan salah satu faktor yang esensial dalam siste 
perdagangan bebas di Indonesia. Distorsi terhadap perdagangan dapat ditimbulkan 
oleh praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang 
cenderung dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kuat. Oleh karena itu negara 
Indonesia sebagai fasilitator dan sekaligus sebagai pelindung dunia usaha sudah 
seharusnya mengusahakan terciptanya pelaksanaan peraturan yang akan menjamin 
terjadinya persaingan usaha yang sehat. Untuk mengantisipasi praktek-praktek 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Indonesia sebagai anggota World Trade 
Organization (WTO) telah menyetujui beberapa kesepakatan-kesepakatan yang 
berkaitan dengan pengaturan kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 
yang mencakup bidang Market Acces, Subsidi, Anti-Dumping dan Safeguard. Dengan 
disepakatinya dan disahkannya perjanjian-perjanjian tersebut merupakan sejarah 
baru untuk perkembangan perdagangan dunia dan menimbulkan hak dan kewajiban 
yang secara langsung mengikat bagi para anggotanya setelah mereka menyatakan 
diri untuk terikat dan tunduk dibawah suatu konvensi atau hukum internasional 
lainnya. Salah satu hak khusus yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara 
berkembang di dalam keanggotaannya dalam WTO adalah mendapat perlakuan 
khusus (.special and dijferential (S&D) treatment). Dalam prakteknya di dalam 
perdagangan bebas indonesia wajib menggunakan aturan anti-dumping dan 
antimonopoli sesuai dengan ketentuan WTO Untuk menciptakan persaingan usaha 
yang sehat dan menghidari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 
lainnya yang dapat menghancurkan usaha/pemilik usaha dalam negeri, Indonesia 
dalam prakteknya wajib menggunakan aturan anti-dumping dan anti-monopoli yang 
di implementasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Untuk menangani 
hak tersebut Indonesia telah memiliki Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang 
larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dirnana salah satu 
alasan kelahirannya adalah karena Indonesia telah menandatangani Perjanjian 
Marakesh tentang pembentukan WTO yang telah diratifikasi dengan Undang- 
Undang No. 7 tahun 1994.

Kata Kunci: Perdagangan, WTO, Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat



ABSTRACT

Business competition is one of the essential factors in thejree trade system in 
Indonesia. Distortion of trade can be caused by monopolistic practices and unfair 
business competition which tends to be done by strong companies. Therefore, 
Indonesia as a facilitator and protector of business world should pursue the creation 
of rules -which the implementation could guarantee a healthy competition, To 
anticipate the monopolistic practices and unfair business competition, Indonesia as a 
member of the World Trade Organization (WTO) have agreed to certain agreements 
relating to the regulation of monopoly activities and unfair business competition 
related with areas of Market Access, Subsidies, Anti-Dumping and Safeguard. The 
approval and legalization of these agreements create a new history of world trade 
development which generated both rights and obligations which are directly tied to 
its members after they declared themselves to be bound and subject to under a 
convention or other international law. One of the special rights held by Indonesia as 
a developing country in its membership in the WTO is getting special treatment 
(special and differential (S & D) treatment). Practically, free trade in Indonesia use 
anti-dumping rules and antitrust in accordance with the provisions of the WTO to 
create healthy competition and avoid monopolies and other unfair business 
competition which could destroy the business or businessmen in the country. The use 
of anti-dumping rules and anti-monopolies in Indonesia implemented in legislation. 
To handle such rights, Indonesia has Act No. 5 Year 1999 regarding Prohibition of 
Monopolies and Unfair Business Competition. One of the reasons of its birth is 
Indonesia has signed the Maracas Agreement on the establishment of the WTO which 
has been ratified by Act No. 7 Year 1994.

Keyword: Trade, WTO, Monopoly and Unfair Business Competition
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BABI

PENDAHULUAN
W»»

A. Latar Belakang

Proses globalisasi dalam berbagai bidang serta perkembangan teknologi dan 

informasi menimbulkan gejala menyatunya ekonomi semua negara dan bangsa- 

Terjadi hubungan saling ketergantungan dan integrasi ekonomi nasional ke dalam 

ekonomi global. Proses itu terjadi secara bersamaan dengan bekerjanya mekanisme 

pasar yang dijiwai persaingan. Tindakan persaingan antar pelaku usaha tidak jarang 

mendorong dilakukannya persaingan curang, baik dalam bentuk harga maupun bukan 

harga (price or nor price competition). Dalam bentuk harga misalnya terjadi 

diskriminasi harga {price discriminatiori) yang dikenal dengan istilah dumping. 

Dumping merupakan salah satu bentuk hambatan perdagangan yang bersifat nontarif, 

berupa diskriminasi harga dimana produk yang dijual ke negara lain lebih murah 

dibandingkan dengan di dalam negeri.1 Sedangkan dalam bentuk bukan harga adalah 

Monopoli.

Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) secara 

resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995.2 Organisasi Perdagangan Dunia ini 

merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah

Sukarmi, Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas, Sinar Grafika, 
Jakarta, 1994, hlm.1-2.

2 Anonim, “Unders tanding The WTO: Basics, What is The World Trade Organization?'’ 
(http://www.wto.org/englishAhewto_e/whatis_e/tif_e/factl_e.htm) (diakses tanggal 8 Februari 2010)

http://www.wto.org/englishAhewto_e/whatis_e/tif_e/factl_e.htm
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perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu 

persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil 

perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan 

tersebut merupakan kontrak antar negara-negara anggota yang mengikat negara- 

terlibat untuk mematuhi pelaksanaan kebijakan perdagangan yang 

diperjanjikan. Walaupun ditandatangani pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk 

membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan 

perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah 

meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang No. 7 tahun 

1994.

negara

Sebelumnya forum perdagangan barang dibicarakan pada Kesepakatan Umum 

tentang Tarif dan Perdagangan (GATT General Agreement on Tariffs and Trade),

yang dibentuk pada tahun 1947. Pada tahun 1986, negara-negara peserta yang disebut

sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam GATT memulai putaran perundingan baru 

untuk memperluas cakupan kesepakatan. Setelah melewati proses perundingan 

panjang dan penuh kontroversi selama delapan tahun, terjadi kesepakatan untuk 

mengesahkan organisasi baru yaitu WTO sebagai pengganti GATT. Pada saat ini 

anggota WTO mencapai 153 negara di seluruh dunia dan sekretariatnya berpusat di 

Jenewa, Swiss.3

3 Anonim, “Understanding The W/o: The Organization Members and Observers 
(http://www.wto.org/english/thewto-_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm Xdiakses tanggal 8 Februari 2010)

http://www.wto.org/english/thewto-_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
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Masalah dumping merupakan substansi di bidang rules making yang akan 

semakin penting bagi negara berkembang yang akan meningkatkan ekspor nonmigas 

terutama di bidang manufaktur. Perbuatan melakukan praktek dumping dianggap 

sebagai perbuatan yang tidak fair (unfair), karena itu harus dibalas dengan sanksi 

tertentu. Akan tetapi perlu kiranya diperhatikan bahwa apa yang dinamakan fair atau 

unfair dalam bidang perdagangan ini sulit untuk dipastikan. Bagi sebagian orang atau 

kelompok tertentu, suatu perbuatan dapat dianggap fair, tetapi bagi kelompok lain 

perbuatan yang sama dianggap unfair. Hal itu bergantung di mana kita berdiri, untuk 

dapat memandang suatu perbuatan tertentu sebagai fair atau unfair .5

Di Indonesia, persoalan fair ataupun unfair dalam perdagangan diatur dalam 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merumuskan tentang larangan-larangan yang 

berkaitan dengan:

1. Perjanjian ; (pasal 4-16)

2. Kegiatan, (pasal 17-24)

3. Posisi dominan, (pasal 25-29)

Praktek monopoli misalnya adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu 

atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau 

pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha

Rules Making sama halnya dengan law making yang artinya traktat-traktat yang membuat 
hukum, yang menetaplan kaidah-kaidah yang berlaku secara universal dan umum, lihat J.G Starke, 
Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 52.

3 Sukarmi, Op.cit. hlm 8-9
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tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Akibat dan monopoli adalah 

dapat menguntungkan satu pihak saja dan dapat mematikan usaha-usaha kecil yang 

bergerak dalam bidang yang sama. Praktek monopoli dapat juga dikatakan teknik 

darah masyarakat yang dilakukan penjajah VOC dulu. Praktek monopoli 

merupakan salah satu perbuatan yang dilarang di dalam Undang Undang No. 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Namun, hal tersebut tetap dilakukan oleh para pelaku usaha demi mencari 

keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan dampak yang teijadi pada 

masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum dan moral merupakan 

salah satu penyebab hal itu teijadi dalam konteks ini. Tindakan tersebut 

mengharuskan pemerintah suatu negara mengadakan pembatasan-pembatasan 

tertentu terhadap berbagai praktek bisnis. Pembatasan tersebut berupa berbagai 

peraturan penmdang-undangan yang secara eksplisit memasukkan berbagai tindakan 

sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan dapat juga dinyatakan sebagai suatu 

tindakan kejahatan. Bagi Indonesia dalam konteks persaingan global cukup banyak 

masalah-masalah yang dihadapi dan cukup berat. Masalah-masalah yang menjadi 

pembahasan tersebut menyangkut persaingan :

1. produk dalam negeri terhadap produk impor sesama negara anggota,

2. produk dalam negeri terhadap produk impor non-anggota, dan

pengisapan
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3. produk yang tercakup dalam skema preferensi tanf dengan produk dari pasar 

global.6

Persaingan usaha merupakan salah satu faktor yang esensial dalam sistem 

perdagangan bebas di Indonesia. Distorsi terhadap perdagangan dapat ditimbulkan 

oleh praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang 

cenderung dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kuat. Oleh karena itu negara 

Indonesia sebagai fasilitator dan sekaligus sebagai pelindung dunia usaha sudah 

seharusnya mengusahakan terciptanya pelaksanaan peraturan yang akan menjamin 

teijadinya persaingan usaha yang sehat melalui Undang-undang No.5 Tahun 1999 

tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pengaturan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat 

secara tradisional berlangsung dalam ruang lingkup nasional negara Indonesia. 

Artinya hukum nasional Indonesia berusaha untuk menertibkan perilaku usaha para 

pelaku usaha dengan mengatur praktek-praktek dan peij anj ian-peij anj ian serta posisi 

dominan yang dilarang demi terciptanya keadilan di kalangan pengusaha yang pada 

gilirannya juga akan membawa keadilan bagi konsumen, sedangkan bagi pelaku 

usaha dengan adanya persaingan yang sehat , harapannya akan dapat menimbulkan 

inovasi, efisiensi dan efektivitas bagi perusahaan tersebut.

Indonesia telah memiliki Undang-undang No.5 Tahun 1999 untuk menangani 

hal tersebut dimana salah satu alasan kelahirannya adalah karena Indonesia telah

Sunaryati Hartono, “Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional Dalam Menyongsong 
Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN Dalam Hukum Dan Pembangunan, NO 2 TAHUN 
XXIVAPRIL 1994", UI, Jakarta, Hlm, 106.

i
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menandatangani Peijanjian Marakesh tentang pembentukan Organisasi perdagangan 

Dunia (WTO) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1994.

Berdasarkan deskripsi diatas, dalam kesempatan ini penulis mencoba 

mengangkat tema skripsi dengan judul:

STUDI TENTANG PENGATURAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN 

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA DALAM SISTEM 

PERDAGANGAN WORLD TRADE ORGANIZATION.

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana bentuk-bentuk kesepakatan yang dicapai oleh Indonesia sebagai

anggota World Trade Organization (WTO) dalam mengantisipasi praktek

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

2. Apa saja hak-hak dan kewajiban Indonesia sebagai negara anggota World

Trade Organization berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha

tidak sehat di kawasan Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan :

a. Mengetahui bentuk-bentuk kesepakatan yang dicapai oleh

Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) dalam

negara
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mengantisipasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di 

kawasan Indonesia.

b. Mengetahui hak-hak dan kewajiban negara Indonesia sebagai anggota 

World Trade Organization berkaitan dengan larangan praktek monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat di kawasan Indonesia.

2. Kegunaan:

a. Secara teoritis diharapkan tulisan ini dapat berguna bagi para akademisi, 

praktisi, dan instansi-instansi terkait, serta dapat dijadikan sebagai bahan 

rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

b. Secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum 

internasional pada umumnya, dan hukum organisasi internasional, serta

hukum persaingan usaha pada khususnya, serta untuk menabah wawasan

bagi penulis maupun pembaca

D. Ruang Lingkup

Agar penulisan skripsi ini terarah dan tersusun secara sistematis, maka ruang 

lingkup pembahasan dalam penulisan skripsi ini, lebih difokuskan pada pelaksanaan 

pengaturan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia 

dalam sistem perdagangan World Trade Organization.



8

E. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum ln Abstracto yang menggunakan 

hukum sebagai nilai, asas, konsep, dan norma.

2. Metode pendekatan

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tiga metode 

pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Historis

Pendekatan historis atau sejarah dilakukan dengan mempelajari latar 

belakang dan perbandingan antara hukum dan isu yang dibangun. 

Pendekatan ini ditujukan untuk mengungkapkan dasar filosofis dan pola 

pikir yang melahirkan isu atau sesuatu yang dipelajari, berdasarkan 

perkembangan waktu atau periode tertentu.

b. Pendekatan Komparatif

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga melakukan pendekatan

komparatif atau perbandingan. Pendekatan dilakukan dengan cara

membandingkan keputusan GATT/WTO dengan Undang-Undang No. 5 

tahun 1999. Selanjutnya, pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui 

persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti,
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sehingga didapatkan kelebihan dan kelemahan masing-masing untuk dapat 

dirumuskan format idealnya.7 

c. Pendekatan Konseptual

Selain menggunakan pendekatan historis, dan pendekatan komparatif, 

penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan yang 

bersifat konseptual menyangkut tentang pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum atau konsep-konsep 

dasar yang digunakan dalam merumuskan pengertian-pengertian hukum, 

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang 

dihadapi. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun atau merumuskan 

suatu argumentasi hukum melalui pandangan-pandangan dan doktrin-

8doktrin dalam memecahkan suatu isu yang dihadapi.

3. Bahan Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan 

(library research). Dalam hal ini penulis meneliti data sekunder sebagai data 

pokok. Dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat normatif yang 

digunakan untuk mengkaji persoalan hukum pelaksanaan pengaturan 

larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di 

Indonesia dalam sistem perdagangan World Trade Organization, bahan

^Bambang Sunggono.ASetode Penelitian Hukum. Rajawali Pers. Jakarta. 1996. hal. 71 
Burhan Ashofa. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1996. hal. 37.
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hukum ini berupa Undang-Undang dalam kerangka hukum nasional, 

perjanjian internasional seperti Charter, Deklarasi, Statuta, dan 

Konvensi-Konvensi Internasional lainnya.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, yang 

meliputi Literatur, hasil penelitian karya ilmiah, artikel dan hasil 

seminar dan pertemuan ilmiah lainnya serta ketentuan-ketentuan lain 

yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian 

penelitian

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang menberikan 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

bahan hukum ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran, 

dam jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan skripsi ini didapatkan melalui studi kepusatakaan yang 

menggunakan data sekunder, data ini diperoleh melalui penelusuran terhadap 

sumber bahan hukum, buku kepustakaan penelitian yang relevan dengan objek 

penelitian.

5. Teknik Analisis

Bahan yang telah berhasil dikumpulkan melalui studi pustaka lalu dikelola, 

dibahas secara konten analisis (analisasi). Menganalisis bahan-bahan penelitian 

hanya pada segi isi yang relevan untuk kemudian dapat dipergunakan sebagai
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jawaban atas permasalahan skripsi ini, sebagai kesimpulan akan dilakukan 

silogisme pola berpikir dari deduksi ke induksi sehingga menjadi kristalisasi atas 

pembahasan dan jawaban atas skripsi ini. tehnik analisis data sekunder yang 

dipergunakan adalah analisis kualitatif. Menurut Morse dan Field, analisis 

kualitatif adalah proses tentang pencocokan data bersama-sama, bagaimana 

membuat yang samar menjadi nyata, menghubungkan akibat dengan sebab. 

Yang merupakan suatu proses verifikasi dan dugaan, koreksi dan modifikasi,

usul dan pertahanan. Selanjutnya dalam proses analisis terdapat empat proses 

yaitu: memahami, sintesis, teoritis, recontekstualisasi.9

a. Memahami

Awal proses analisis, peneliti-peneliti kualitatif berusaha untuk bisa 

mempertimbangkan data dan belajar mencari ”apa yang teijadi.” 

pemahaman dicapai, peneliti bisa menyiapkan cara deskripsi peristiwa, dan 

data baru tidak ditambahkan dalam uraian.

Bila

b. Sintesis

Sintesis meliputi penyaringan data dan menyatukannya. Pada langkah ini, 

peneliti mendapatkan pengertian dari paa yang ”khas” mengenai suatu

peristiwa dan apa variasi dan cakupannya. Pada akhirnya proses sintesisi, 

peneliti dapat mulai membuat pernyataan umum tentang peristiwa 

mengenai peserta studi

9 Jbid.y
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c. teoritis

Meliputi sistem pemilihan data. Selama proses teori, 

mengembangkan penjelasan alternatif dari peristiwa dan kemudian 

menjaga penjelasan ini sampai menentukan apakah cocok dengan data. 

Proses teoritis dilanjutkan untuk dikembangkan sampai yang terbaik dan 

penjelasan paling hemat diperoleh.

d. Recontekstualisasi

Proses dari recontekstualisasi meliputi pengembangan teori lebih lanjut dan 

aplikabilitas untuk kelompok lain yang di selidiki. Di dalam pemeriksaan 

terakhir pengembangan teori, adalah teori harus generalisasi dan sesuai 

konteks.

peneliti

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Di dalam penarikan kesimpulan terdapat dua cara penarikan-penarikan

kesimpulan yaitu:

a. Metode Induktif

Usaha untuk melengkapi isi sistem, tidak hanya dengan kaidah-kaidah 

positif, melainkan juga dengan asas-asasnya. Dalam usaha 

pelengkapannya, tulisan ini dikerjakan dengan cara menemukan asas-asas 

umum dari data aturan yang ada, jadi di dalam penulisan ini tidak hanya 

bersumber dari kaidah-kaidah positif tetapi juga asas-asas.10

10 B ambang Sunggono. Loc. Cit.
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b. Metode Deduktif

Dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret 

mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan untuk 

menyelesaikan suatu masalah tertentu.11

nIbid.
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